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ABSTRAK 
Data  dari konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, 
menunjukan  angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Barat masih tinggi.  Dalam satu tahun 
P2TP2A bisa menangani lebih dari 100 kasus. jumlah tersebut bisa lebih banyak, disebabkan sampai saat ini 
masih banyak korban KDRT yang tidak berani melapor. Hal ini menjadi keprihatinan masyarakat dan 
pemerintah daerah Jawa Barat, karenanya yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pemberian 
perlindungan kepada korban KDRT di wilayah kajian yaitu Bandung, Sukabumi, Indramayu, Cimahi dan 
Garut. Dengan menggunakan data sekunder dan ditunjang data primer serta menggunakan teori mengenai 
pelayanan korban, dimana pelayanan korban dengan cara melakukan aktifitas-aktifitas yang dilakukan 
dalam rangka respon terhadap viktimisasi dengan maksud untuk mengurangi penderitaan dan memfasilitasi 
pemulihan korban.  Termasuk dalam aktifitas pelayanan korban adalah memberikan informasi, melakukan 
tindakan/ pemeriksaan, melakukan intervensi individual, terlibat dalam advokasi sosial, mengajukan 
kebijakan publik dan bekerja di dalam program-program pengembangan perlindungan untuk korban. 
Dengan model serivice model, yang telah dilakukan oleh Pemerintah daerah Jawa Barat, antara lain 
adalah: 1).layanan kesehatan; 2).layanan rehabilitasi sosial (pendampingan korban dilingkungan keluarga 
dan masyarakat, pemulihan kejiwaan korban;  3). Psikologis; 4). layanan rehabilitasi dan reintegrasi 
terhadap korban kekerasan; 5).pendampingan hukum.Pelaksanaan service model tersebut dilaksanakan 
dengan memberdayakan P2TP2A bekerja sama dengan unsur Pemerintah Daerah; akademisi; ahli hukum; 
psikolog; psikiater; tokoh agama; dan unsur masyarakat dimasing-masing daerah kajian. 
Kata kunci: Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Di daerah Jawa Barat (Kajian 
daerah:   Bandung, Sukabumi, Cimahi, Indramayu dan Garut).   
 
I. PENDAHULUAN 
Berdasarkan data P2TP2A kabupaten Bekasi, 37 kasus kekerasan terjadi pada tahun 2014. Jumlah itu 
meningkat pada tahun 2015 sebanyak 44 kasus, sedangkan sampai triwulan pertama tahun 2016, kata 
Ranilsah pihaknya sudah menangani sedikitnya 5 kasus kekerasan. .Kasus yang paling banyak adalah  
pelecehan seksual, yang korbannya perempuan, bahkan banyaknya di bawah umur. Paling muda berusia 5 
tahun.terdapat beberapa penyebab terjadinya kekerasan, di antaranya karena keadaan  ekonomi dan 
ketidaksiapan suami maupun istri dalam berkeluarga. Dari hasil kajian P2TP2A, kebanyakan KDRT itu 
terjadi pada usia pernikahan menginjak lima tahun (Pikiran Rakyat, Peningkatan Korban Kejahatan di 
Bekasi, 26 Mei 2016). 
Konselor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Rita 
Sukendar, mengatakan angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Jawa Barat masih tinggi.  Dalam 
satu tahun P2TP2A bisa menangani lebih dari 100 kasus. Menurut Rita, jumlah tersebut bisa lebih banyak, 
sebab sampai saat ini masih banyak korban KDRT yang tidak berani melapor (Tribun Jabar, Angka Korban 
KDRT Di Jabar, 23 April 2016).  
Kekerasan dalam rumah tangga, terjadi dalam lingkup keluarga, sakalipun keluarga merupakan lembaga 
sosial yang ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya 
keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atas aktivitas illegal lain 
sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap 
anggota keluarga lainnya, seperti penganiayaan, perkosaan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut 
dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga (Dikdik M Arif Dan Elisatris G, 132: 2006).  
Kepada korban wajib diberikan perlindungan hukum, mngingat korban mengalami penderitaan secara 
fisik, atau  non fisik, atau menderita karena penelantaran,kehilangan keuntungan secara ekonomi, atau 
kehilangan sebagian dari hak asasi, dan penderitan  lainnya. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah, 
selaku negara hukum, yang sangat menjunjung hak asasi manusia.  
Pemberian perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam rumah tangga, tampaknya tidak begitu 
terlihat, terdapat kasus-kasus Kekerasan dalam rumah tangga dipublikasikan, namun selanjutnya tidak 
diketahui kelanjutan proses hukumnya, apalagi bagaimana perlindungan hukum yang diterima korban ybs.  
  
II. PERMASALAHAN 
Bagaimana tinjauan yuridis mengenai  pemberian perlindungan  hukum terhadap korban Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga yang terjadi di wilayah Jawa Barat (Studi Kasus Bandung, Sukabumi, Indramayu, 
Cimahi dan Garut)? 
 
III.METODE PENELITIAN 
Penelitian yang meneliti asas-asas hukum dan norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang Undang 
No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam rumah tangga, UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 
UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, Peraturan Daerah Prop. Jawa Barat No 9 
tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga,  Peraturan Gubernur  Jawa Barat  
No 15 Tahun 2010 tentang Pusat pelayanan Terpadu Pemberdayaan perempuan dan anak Prop Jawa Barat, 
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No 2 Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan 
perempuan; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  No.6  Tahun 2015 tentang 
Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Prop. Jawa Barat No 9 
tahun 2014 tentang penyelenggaraan pembangunan Ketahanan Keluarga;  Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 
18 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;  Peraturan Daerah Kab Garut No 13 Tahun 
2016 tentang Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. Lokasi di Jakarta dan Jawa Barat (studi 
Kasus Banten, Cimahi, Sukabumi, Indramayu dan Garut. Serta dianalisis secara kualitatif. 
 
IV. PEMBAHASAN 
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup rumah 
tangga. KDRT dapat berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran. Semua 
bentuk kekerasan tersebut merupakan pelanggaran Hak asasi manusia. Negara wajib menjamin adanya 
perlindungan hukum kepada korban KDRT. Sebagaimana yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang 
Pemulihan korban KDRT. Begitupula yang tersirat di dalam UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU 
No 13 Tahun 2006 Perlindungan saksi dan korban. Sedangkan untuk daerah Jawa Barat berlaku beberapa 
peraturan yaitu: Peraturan Gubernur  Jawa Barat  No 15 Tahun 2010 tentang Pusat pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan perempuan dan anak Prop. Jawa Barat; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan No 2 
Tahun 2008 tentang pedoman pelaksanaan perlindungan perempuan; Peraturan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak  No.6  Tahun 2015 tentang Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan & 
Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Prop. Jawa Barat No 9 tahun 2014 tentang penyelenggaraan 
pembangunan Ketahanan Keluarga (Ke 4 peraturan ini berlaku di Bandung, Sukabumi, Indramayu, Cimahi 
dan Garut);  Peraturan Daerah Kota Cimahi No.18 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;  
Peraturan Daerah Kab Garut No 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan. 
 
A. Pemberian perlindungan hukum kepada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam UU No 
23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah 
No. 4 Tahun 2006 tentang Pemulihan korban KDRT dan UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan 
UU No 13 Tahun 2006 Perlindungan saksi dan korban (berlaku di Bandung, Sukabumi, 
Indramayu, Cimahi dan Garut). 
UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah 
No. 4 Tahun 2006 tentang Pemulihan korban KDRT dan UU No 31 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 
13 Tahun 2006 Perlindungan saksi dan korban, merupakan peraturan yang menekankan perlindungan hukum 
kepada korban tindak pidana KDRT. Pemerintah dan pemerintah daerah harus menjamin perlindungan 
hukum terhadap korban KDRT. 
Korban KDRT diberikan, kepada korban diberikan perlindungan, yaitu segala upaya yang ditujukan 
untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan 
pengadilan. perlindungan sementara, yaitu perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau 
lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. 
Setelah adanya putusan pengadilan.  
Korban berhak mendapatkan: 1). perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah 
perlindungan dari pengadilan; 2). pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis; 3). penanganan 
secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;  4). pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan 
hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 
5). pelayanan bimbingan rohani; 6).  memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta 
 bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya; 7).  ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan 
keamanan;8).  memberikan keterangan tanpa tekanan;9).  mendapat penerjemah;10).  bebas dari pertanyaan 
yang menjerat;11).   mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;12).  mendapat informasi mengenai 
putusan pengadilan;13).  mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;14).   dirahasiakan 
identitasnya;15).   mendapat identitas baru;16).  mendapat tempat kediaman sementara;17).   mendapat 
tempat kediaman baru;18).  memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; 
19).  memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; 20). bantuan 
medis dan bantuan rehabilitas dan psikologi. 
Hak-hak yang diberikan dengan Negara kepada korban KDRT yang memintakan perlindungan dari 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), adalah dari item No 6 sd  20. Selain itu korban yang 
mendapatkan perlindungan dari LPSK,  berhak atas restitusi berupa: ganti rugi atas kehilangan kekayaan / 
penghasilan; ganti rugi akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana; penggantian biaya 
perawatan medis dan / psikologis. Diajukan sebelum atau sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan 
hukum tetap. Jika korban meninggal dunia, maka restitusi diberikam kepada diberikan kepada ahli warisnya. 
Pelayanan diberikan kepada pelaku dan anggota keluarganya. Sejalan dengan pemeriksaan korban sebagai 
saksi KDRT, dilakukan juga pemulihan, yaitu segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah 
tangga agar lebih berdaya, baik secara fisik maupun psikis. Meliputi pelayanan kesehatan, pengobatan, 
pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, konseling, pembimbingan rohani dan 
resosialisasi korban. Konseling, terapi psikologis, advokasi, dan bimbingan rohani, guna penguatan diri 
korban kekerasan dalam rumah tangga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Petugas yang 
menyelenggarakan pemulihan adalah tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau 
pembimbing rohani. Dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan Pemda, lembaga sosial, termasuk 
menyediakan fasilitas yang diperlukan. Fasilitas meliputi: ruang pelayanan khusus dikepolisian; tenaga ahli 
dan professional; pusat pelayanan & rumah aman; sarana dan prasarana yang diperlukan.  
Sarana pelayanan kesehatan diberikan dengan rujukan pemerintah, Pemda, masyarakat maupun swasta. 
Pelayanan kesehatan korban dilakukan dengan upaya: anamnesis; pemeriksaan; pengobatan; pemulihan; 
konseling; merujuk ke sarana kesehatan yang diperlukan. Pada kasus tertentu dilakukan pelayanan keluarga 
berencana darurat untuk korban perkosaan; pelayanan kesehatan reproduksi lainnya sesuai dengan kebutuhan 
medis.  
Pelayanan korban dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik 
pemerintah, Pemda, masyarakat. Dengan persetujuan korban.Pekerja sosial dapat memberikan Pelayanan 
kepada korban dilakukan di rumah aman, pusat pelayanan atau tempat tinggal alternatif milik pemerintah, 
Pemda, masyarakat. Dengan persetujuan korban. Menteri sosial dapat menentukan sarana tersebut. 
Pemulihan korban dilakukan oleh pekerja sosial dengan upaya: menggali permasalahan; memulihkan 
korban dari kondisi traumatid melalui terapi psikososial; merujuk rumah sakit / rumah aman / pusat 
pelayanan / tempat alternatif sesuai kebutuhan korban; mendampingi korban, mengkonseling; resosialisasi. 
Pelayanan pemulihan kepada korban, relawan pendamping melakukan upaya:  membangun hubungan 
yang setara dengan korban; berempati dan tidak menyalahkan korban; meyakinkan korban bahwa tidak 
seorang pun boleh melakukan tindakan kekerasan; menanyakan apa yang ingin dilakukan dan bantuan apa 
yang diperlukan; memberikan informasi dan menghubungkan dengan lembaga atau perorangan yang dapat 
membantu mengatasi persoalannya; dan/atau membantu memberikan informasi tentang layanan konsultasi 
hukum. Pelayanan pemulihan kepada korban, pembimbing rohani dilakukan dengan upaya: menggali 
informasi dan mendengarkan keluh kesah korban; mempertebal iman dan ketakwaan korban dengan ibadah 
agama; menyarankan pemecahan masalah melalui agama yang dianut korban; memberikan pemahanan 
tentang kesetaraan gender. 
Kerja sama antara para pihak yang terlibat dalam pemulihan korban KDRT yaitu: tenaga kesehatan, 
pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani, kepolisian, advokat, penegak hukum 
lainnya, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia 
(KPAI), pihak tertentu yang diinginkan demi kepentingan korban. 
 
B. Pemberian Perlindungan Hukum Kepada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam 
Peraturan Gubernur  Jawa Barat  No 15 Tahun 2010 Tentang Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Prop Jawa Barat (Berlaku Di Bandung, Sukabumi, 
Indramayu, Cimahi Dan Garut) 
Dibentuk P2TP2A sebagai wadah pelayanan bagi perempuan dan anak, dalam upaya pemenuhan 
informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan 
penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak. P2TP2A dibentuk untuk 
melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan 
mengintegrasikan strategi pengarusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi 
 peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan 
anak.Tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam 
rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan. 
Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu: a. terlayaninya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi 
dan tindak kekerasan; b. terlayaninya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan 
di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum; c. terfasilitasinya pelayanan perlindungan 
perempuan dan anak; d. tersedianya data dan informasi tentang pemberd ayaan dan perlindungan perempuan 
dan anak; e. terlaksananya penanganan dalam upaya perlindungan perempuan dan anak; dan f. terbangunnya 
jejaring, kerjasama dan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 
P2TP2A dibentuk Pemda, bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Barat, dan memiliki anggaran 
keuangan tersendiri. 
Tugas pokok P2TP2A: menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya 
pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan 
orang. 
Tugas P2TP2A: melaksanakan fasiltas dan pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban diskriminasi 
dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang yang sifatnya darurat, termasuk informasi, rujukan medis, 
psikologis, psikis,rumah aman; koordinasi dengan instansi lainnya; mendorong Kabupaten/Kota untuk 
membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A; Pemantauan terhadap korban pasca penanganan 
P2TP2A. dan/atau mitra kerja. 
 
C. Pemberian Perlindungan Hukum kepada Korban KDRT dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan No 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan (Berlaku 
Di Bandung, Sukabumi, Indramayu, Cimahi Dan Garut) 
Gubernur, Bupati, dan Walikota berkewajiban mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan 
perlindungan perempuan ke dalam perencanaan pembangunan daerah.  
Program dan kegiatan perlindungan perempuan, melakukan upaya: koordinasi pelaksanaan kebijakan, 
program, dan kegiatan perlindungan perempuan antar SKPD di wilayahnya; b. kerjasama dengan 
kabupaten/kota lain dalam satu provinsi, dan dengan kabupaten/kota di provinsi lain, dalam pelaksanaan 
kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan perempuan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; c. penguatan kapasitas kelembagaan PUG untuk pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan 
perlindungan perempuan; d. fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan; e. penyediaan pelayanan 
perlindungan perempuan; f. pelaksanaan aksi afirmasi perlindungan perempuan; dan g. penyusunan sistem 
pendataan perlindungan perempuan, termasuk sistem pendataan kekerasan terhadap perempuan. 
 
D. Pemberian Perlindungan Hukum kepada Korban KDRT dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak  No.6  Tahun 2015 tentang Tentang Sistem Pemberdayaan 
Perempuan & Perlindungan Anak (Berlaku di Bandung, Sukabumi dan Indramayu). 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah keseluruhan proses penyelenggaraan 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan secara komprehensif, inklusif dan, 
integratif mulai dari tahap pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi 
sosial, penegakan dan bantuan hukum, sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan 
anak korban kejahatan dan kekerasan ke lingkungan sosialnya. 
Upaya kuratif: a. mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan 
dan anak; b. menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, 
rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum; dan c. melakukan penanganan bagi 
korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat oleh aparat penegak hukum. 
Upaya rehabilitatif: a. menyediakan tenaga pendamping bagi korban kejahatan dan kekerasan, yang 
meliputi antara lain tenaga psikolog, psikiater, rohaniwan/pendamping spiritual, pengacara, tenaga medis; b. 
memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga 
dan/atau lingkungan sosialnya. 
P2TP2A adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu, yang berfungsi sebagai: 1). pusat informasi 
bagi perempuan dan anak; 2). pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan 3). pusat 
pemberdayaan bagi perempuan dan anak. 2TP2A berkedudukan di provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan. 
Masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan kelompok profesi lainnya dapat berperan serta dalam 
penyelenggaraan sistem pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 
 
E. Pemberian Perlindungan Hukum kepada Korban KDRT Peraturan Daerah Prop. Jawa Barat No 9 
Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga(Berlaku Di Bandung, 
Sukabumi Dan Indramayu) 
 Propinsi Jawa Barat memiliki Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga 
Berencana Daerah Provinsi Jawa Barat. (BP2AKB) Jabar. 
Penyelenggaraan pembangunan dilaksanakan dengan berasaskan: a. norma agama; b. perikemanusiaan; c. 
keseimbangan; d. manfaat; e. perlindungan; f. keke1uargaan; g. keterpaduan; h. partisipatif; i. legalitas; dan j. 
nondiskriminatif. ketahanan keluarga. 
Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pemenuhan hak dan 
pelaksanaan atas kewajiban keluarga, yang terdiri dari: a. anggota keluarga; b. calon pasangan menikah; c . 
suami istri; dan d. orang perseorangan. 
Setiap anggota keluarga dalam penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga, berhak untuk: a. 
memperoleh kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan 
bantuan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;  b. mendapatkan perlindungan, untuk 
menjaga keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan ke1uarga; c. mempertahankan dan mengembangkan nilai-
nilai adat yang hidup dalam masyarakat; d. berkomunikasi dan memperoleh informasi mengenai keluarga 
yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya; e. memperjuangkan 
pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun ke1ompok untuk membangun Daerah; f. memperoleh dan 
mempertahankan ruang hidupnya; g. mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk 
mengembangkan kualitas diri dan fungsi keluarga sesuai.l norma agama dan etika sosial; h. mengembangkan 
dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya terkait ketahanan keluarga; 1. 
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi terkait 
penyelenggaraan ketahanan keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia; dan J. hidup di dalam 
tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, me1indungi, dan melaksanakan sepenuhnya 
hak asasi manusia. 
Setiap suami istri wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kedudukannya, sesuai norma agama, adat, sosial, 
dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
F. Pemberian Perlindungan Hukum kepada Korban KDRT Peraturan Daerah Kota Cimahi No.18 
tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak  
Peraturan daerah Kota Cimahi telah mengatur penyelenggaraan perlindungan Anak adalah serangkaian 
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk 
mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan 
penelantaran terhadap anak. 
Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari 
kekerasan merupakan tanggungjawab bersama: a. Pemerintah Daerah; b. Pemerintah Desa; c. Masyarakat; 
dan d. Orangtua, Wali dan/atau Keluarga. 
Penyelenggaraan anak perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:1).Non diskriminasi;2).Untuk 
kepentingan terbaik bagi anak; 3).Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; dan 
4).Penghargaan terhadap pendapat anak. 
Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi: 1).pencegahan; 2).pengurangan 
resiko;3).penanganan. 
Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:1).menyusun rencana 
strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);2).mencegah, mengurangi resiko, dan 
menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran anak; 
3).mendorong terlaksananya tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi 
kemasyarakatan yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; 4).mengoptimalkan peran dan fungsi 
lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko 
kerentanan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah; 5).menyediakan sarana dan 
prasarana; dan 6).melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. 
Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak 
korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun 
lembaga; yang diwujudkan dengan:1).memberikan informasi dan atau melaporkan setiap situasi kerentanan 
dan kekerasan yang diketahuinya; 2).memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan pengurangan 
resiko; 3).memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi korban;  4).memberikan advokasi 
terhadap korban dan atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan 
penelantaran anak; 5).membantu proses pemulangan, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial. 6).Penyediaan 
rumah aman dan rumah singgah; 7).Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Anak; 8).Pendirian dan 
pengelolaan panti asuhan; 9).Pendirian tempat rehabilitasi anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, 
psikotropika dan zat adiktif lainnya; 10).Pemberian bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan 
hukum;11).Pemberian beasiswa pendidikan; 12).Pemberian bantuan biaya kesehatan; 13).Penyediaan taman 
 bermain anak; 14).Ikut mengawasi secara aktif terhadap aktivitas anak yang tidak sesuai dengan norma-
norma yang berlaku di masyarakat. 
Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan 
penelantaran. Jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, 
eksploitasi, dan penelantaran, meliputi:1; ).layanan kesehatan; 2).kelangsungan layanan 
pendidikan;3).layanan rehabilitasi sosial dan psikologis 4).akta kelahiran;5).layanan bantuan hukum; 
6).layanan reintegrasi sosial. 
Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, 
penelantaran dan anak korban bencana harus dilakukan dengan segera. meliputi: 1).mengidentifikasi & 
menerima pengaduan/ pengaduan; 2).tindakan penyelamatan; 3). penempatan anak di rumah perlindungan 
sementara; 4). rehabilitasi;5). reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi. 
Kepada anak sebagai korban diberikan: (1)Tindakan penyelamatan dilakukan bila berdasarkan hasil 
identifikasi diketahui keselamatan anak terancam; (2)Tindakan penyelamatan dilakukan dengan cara menarik 
atau memindahkan anak dari situasi dan lingkungan yang mengancam; (3)Badan Pemberdayaan Masyarakat, 
Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana atau nama lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan berkewajiban untuk melakukan tindakan penyelamatan  berkoordinasi dengan Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial  atau nama lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Penempatan anak di rumah perlindungan sementara dilakukan bila  berdasarkan hasil indentifikasi 
diketahui bahwa: 1). keselamatan anak terancam; 2).anak  tidak memiliki keluarga/ pengasuh/wali; 3).anak 
tidak dapat dipersatukan dengan keluarga/pengasuh/wali dan atau masyarakat. dilakukan untuk masa waktu 
tertentu selama anak mendapatkan layanan pemulihan dan atau hingga keluarga/ pengasuh/wali dinilai 
memiliki kesiapan untuk mengasuh dan melindungi anak. Serta anak mendapatkan layanan pemenuhan 
kebutuhan dasar dan pendampingan psikososial. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial atau nama lain 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk penyelenggaraan rumah perlindungan 
sementara. 
Layanan bantuan pendampingan hukum meliputi: 1).memastikan anak didampingi oleh penasehat hukum; 
2).melakukan pendampingan kepada anak korban kekerasan, baik pada proses pemeriksaan di sidang 
pengadilan maupun di luar sidang pengadilan. 
Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A 
adalah lembaga penyedia layanan terhadap korban kekerasan anak di tingkat Kota, yang dikelola secara 
bersama-sama antara Pemda dan masyarakat dalam bentuk perawatan medik (termasuk medico-legal), 
psikososial, dan pelayanan hukum. 
Rehabilitasi  berupa:1).layanan pemulihan  dan perawatan kesehatan, 2).layanan pemulihan sosial dan 
psikologi, 3).bantuan pendampingan hukum. 
Reintregrasi sosial adalah penyatuan kembali saksi dan/atau korban dengan pihak keluarga, keluarga 
pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi 
dan/atau korban; Reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi, meliputi:1).penelusuran 
anggota keluarga; 2).proses penyiapan anak korban dan anggota keluarganya; 3).penyatuan anak dengan 
keluarga/keluarga pengganti, masyarakat/lembaga; 4).dukungan keluarga berupa bantuan stimulan atau 
psikososial; 5).dukungan akses layanan pendidikan atau kesehatan lanjutan;6).monitoring dan evaluasi. 
 
G. Pemberian Perlindungan Hukum kepada Korban KDRT Peraturan Daerah Kab Garut No 13 
Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Kekerasan. 
Kabupaten Garut memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan 
dengan cara pemenuhan hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan dan diskriminasi mulai dari upaya 
pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial. Semua perlindungan  tujuannya untuk melindungi perempuan 
dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan 
sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. 
Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung 
maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut. 
Ruang lingkup perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, sebagai berikut: 1). bentuk-bentuk 
kekerasan terhadap perempuan dan anak; 2). hak-hak korban; 3). kewajiban dan tanggung jawab; 4). 
penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan; 5). kelembagaan; 6). kerjasama dan 
kemitraan; 7). pemantauan dan evaluasi; 8). pelaporan; 9). pendanaan; dan 10). Sanksi. 
Perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan hak-hak sebagai berikut: 1). hak untuk dihormati 
harkat dan martabat sebagai manusia; 2). hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang 
dialami korban; 3). hak menentukan sendiri keputusannya; 4). hak mendapatkan informasi; 5). hak atas 
kerahasiaan; 6). hak kompensasi; 7). hak atas rehabilitasi sosial; 8). hak atas penanganan pengaduan; 9). hak 
 atas pendampingan; 10). hak untuk mendapatkan visum et repertum secara cuma-cuma; dan  11). hak korban 
dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan. 
Selain merupakan tanggung jawab Pemerintahan daerah, orangtua, wali dan/atau keluarga secara hukum 
memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan, melaporkan bila terjadi kekerasan 
dan melindungi korban. Dalam hal orangtua, wali dan/atau keluarga tidak ada atau tidak diketahui 
keberadaannya atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka 
kewajiban dan tanggung jawab dapat beralih kepada Pemerintah Daerah dan keluarga lain yang dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan 
penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan, yang meliputi: a. pencegahan; b. 
pelayanan; c. rehabilitasi sosial; dan d. pemberdayaan. 
Tertuang perlindungan korban dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). 
Untuk mendukung perlindungan tersebut Kabupaten Garut memiliki P2TP2A  dan Pusat Krisis Terpadu 
(PKT), Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganankrisis 
perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, Pusat Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya. 
Bentuk pelayanan terhadap korban terdiri atas: 1). pelayanan terhadap perempuan dan anak korban tindak 
kekerasan, meliputi: a). pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling; b). pelayanan pendampingan; c). 
pelayanan kesehatan; d). pelayanan bantuan hukum; dan e). pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. 2). 
pelayanan khusus terhadap perempuan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga atau perdagangan 
orang, meliputi: a). pelayanan pengaduan; b). pelayanan penjemputan; c). pelayanan rujukan medis dan 
psikologis; d). pelayanan shelter; e). pelayanan pendampingan dan pemberian bantuan hukum; dan f). 
pelayanan pemulangan dan reintegrasi social. 
Kepada Korban di berikan: 1).layanan kesehatan; 2).layanan rehabilitasi sosial; 3). psikologis;4). layanan 
rehabilitasi; 5).pendampingan hukum; 6).  Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling; 7). Pelayanan 
pemulangan dan reintegrasi sosial. 
Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling, meliputi: a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan 
b. persetujuan dilakukan tindakan (informed consent). 
Pelayanan kesehatan meliputi: a. pertolongan pertama kepada korban oleh petugas yang berkompeten; b. 
perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang 
dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan c. rujukan ke pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan. 
Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial dilakukan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan 
lingkungan sosialnya. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial  dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
berkoordinasi dengan: a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi atau luar Provinsi; 
dan/atau b. instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah maupun non Pemerintah. 
Rehabilitasi sosial merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping untuk memulihkan kondisi 
traumatis korban. Rehabilitasi sosial dilakukan dengan cara: 1). memberikan bimbingan dan konseling 
terhadap korban dan orang tua korban; 2). pemulihan kejiwaan korban; 3). pendampingan korban dan orang 
tua korban di lingkungan keluarga dan masyarakat; dan 4). menyediakan rumah aman bagi korban kekerasan 
yang membutuhkan penanganan berkelanjutan. Rehabilitasi sosial khusus bagi perempuan korban kekerasan 
dalam rumah tangga dan perdagangan orang dilakukan dengan cara: 1). pemberian bimbingan dan konseling; 
2). pemulihan kejiwaan korban; dan 3). pendampingan korban di lingkungan keluarga dan masyarakat. 
Rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten. Selain dilaksanakan oleh Perangkat 
Daerah Kabupaten, rehabilitasi sosial juga dapat dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga pelayanan 
sosial. 
Pemantauan dilakukan secara berkala dan terpadu dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Perangkat Daerah 
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
berkoordinasi dengan Perangkat Daerah atau unit-unit lainnya yang menangani pemberdayaan perempuan 
dan perlindungan anak. 
Pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, 
dilakukan oleh: 1). P2TP2A kepada Bupati; 2). Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat 
Kecamatan kepada Camat; dan 3). Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Tingkat Desa/Kelurahan 
kepada Kepala Desa/Lurah. Pelaporan disampaikan secara tertulis, meliputi: 1). administrasi; 2). keuangan; 
3). pelayanan; dan 4). kinerja. Penyampaian laporan secara, dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. 
 
V. SIMPULAN 
Pemerintah daerah dan Pemerintah desa memiliki Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak (P2TP2A), yang merupakan pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan 
perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis 
diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh Pemerintah atau 
 berbasis masyarakat, yang meliputi: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan 
reproduksi, pusat konsultasi hukum. Dimana susunan keanggotaan P2TP2A antara lain terdiri dari: 1). unsur 
Pemerintah Daerah; 2). akademisi; 3). ahli hukum; 4). psikolog; 5). psikiater; 6). tokoh agama; dan 7). unsur 
masyarakat. Tugas pokok dari P2TP2A adalah: 1). memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak; 
dan 2). meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Semua ini tertuang perlindungan korban dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Termasuk pemantauan dan evaluasi daripada 
pemberian perlindungan kepada korban KDRT. 
Sehubungan dengan dampak dari  tindak pidana Kekeradan dalam rumah tangga, maka sebaiknya bagi 
daerah-daerah di Jawa Barat dibuatkan peraturan pelaksana yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisiyag 
terjadi di daerah tersebut dan mengikuti perkembangan peraturan yang terbaru serta memperhatikan adanya 
RUU tentang Penghapusan KDRT. 
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